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ACT No. 32 Year 2009:
RPPLH, SEA and CCA

Article 10
RPPLH memuat rencana
tentang:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
membuat KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau

Article 15 ; kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
. . melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud

Hidup Strategis (KLHS) pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau

evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta

rencana rincinya, rencana pembangunan

p
a. pemanfaatan dan/atau

pencadangan sumber daya alam;

jangka panjang (RPJP), dan rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM)
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang

hidup;
L p

b. pemeliharaan dan perlindungan
kualitas dan/atau fungsi lingkungan

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup.

Article 16 ; Kajian

sumber daya alam; dan
\_

c. pengendalian, pemantauan, serta
pendayagunaan dan pelestarian

Y,

Imgkungan hIdUp S_t'rategls a. kapasitas daya dukung dan daya
(KLHS) memuat kajian tampung lingkungan hidup untuk

antara lain: pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan

risiko lingkungan hidup;

L perubahan iklim.

>
d. adaptasi dan mitigasi terhadap

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber

Kajian Kerentanan

daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan
iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi
\ keanekaragaman hayati. /




RAN-API Targets Framework

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ADAPTIVE TO
CLIMATE CHANGE

Main Objective
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Draft of KEPMEN
Meanstreaming of CCA

Pedoman bagi K/L, lembaga non pemerintah, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota
dalam menyusun upaya adaptasi Pl ke dalam proses pembangunan wilayah

dan/atau sektor spesifik

Dasar penyusunan RAD atau RA Sektoral dalam mempertajam RAN API

Penginte-
grasian
pilihan

Identifikasi
target Pelaksana- Penentuan

cakupan Perumusan an kajian Penyusu- Fioritas
wilayah masalah kerentanan nan pilihan pric adaptasi
pilihan

dan/atau dampak PI dan risiko adaptasi Pl dalam
sektor pemba-

spesifik ngunan

adaptasi PI




Supporting Component
of Draft PERMEN

PROKLIM SIDIK
Evaluasi Visitasi (On-line CCVI)
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Pelaksanaan aksi
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MODEL ADAPTASI
PILOT ADAPTASI DAS CITARUM
(ADB), NTT (SPARC-UNDP)

V

Intervensi Program:
PROKLIM

-
R

na_Aksi Adaptasi Perubahan

Iklim Prov/Kab/Kota

Renca

Intervensi Program:

-Panduan | KAJIAN /ANALISIS
{ KERENTANAN DAN ADAPTASI

- Sistem Inventori Data

Monitoring
dan Evaluasi

-Bimbingan Teknis /\

ES

MODEL KAJIAN:
- TARAKAN, MALANG RAYA, LOMBOK,
SUMSEL (GIZ), DAS CITARUM (ADB),
NTT (APRC — UNDP)

Intervensi Program:
SIDIK
Forum Nasional

Pert. Koordinasi
DESA-Dampak Ekonomi
Sosial




FRAMEWORK OF TNC ACTIVITIES -CCA
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Kerangka Metodologi Analisis Risiko DRR dan CCA

Indeks Keterpaparan — — Indek Kerugian |
: Kerentanan Ekonomi:
- Luaslat duktif
. plc}fga H Indeks - Luas lahan produktif
- Kepadatan rumah, ketersedian — Keterpaparan dan Indek - PDRBloss
fasilitas umum, dan fasilitas kritis Sensitifitas ndeks ] Kerentanan Fisik:
- Penutupan lahan Kerentanan - Kepadatan rumabh, ketersedian
- Kepadatan penduduk fasilitas umum, dan fasilitas kritis
Kerentanan Lingkungan:
o - Penutupan lahan
Indeks Sensitifitas —
- Rasio jenis kelamin l — Indek Penduduk Terpapar
- Rasio kemiskinan Kerentanan Sosial & Budaya:
: Indeks
- Rasio orang cacat - - Kepadatan penduduk
- Rasio kelompok umur Kerentanan - Rasio jenis kelamin
d - Rasio kemiskinan
. - Rasio orang cacat
Indeks Kapasitas - Rasio kelompok umur

Aturan dan Kelembagaan
penanggulangan bencana
Peringatan dan kajian peringatan
dini

Indeks Kapasitas
Aturan dan Kelembagaan

penanggulangan bencana
Peringatan dan kajian peringatan
dini

Pendidikan kebencanaan
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Pendidikan kebencanaan
Pengurangan faktor resiko dasar
- Pembangunan pkesiapsiagaan pada

semua lini Pengurangan faktor resiko dasar

- Pembangunan pkesiapsiagaan pada
semua lini

- Kemungkinan terjadinya bencana : 1ma
- Kemungkinan terjadinya bencana




Mekanisme kelembagaan untuk konvergensi penilaian
kerentanan dan risiko bencana/iklim
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1: Data indikator keterpaparan, 2: Data sosial-ekonomi dan budaya, 3: Data ancaman dan
Bencana iklim, dan 4: proses verifikasi data indikator kerentanan oleh daerah

Sumber: Boer, 2014



Mekanisme kelembagaan untuk membangun
sinergitas program APl dan PRB antar sektor dan
SKPD di daerah

FPOKJA
ADAFPTASI

'

Penetapan program K/L
yang dapat disinergikan
untuk meningkatkan
ketangguhan wilayah
ternadap bencana dan
dampak perubahan iklim

|

Perencanaan:
Renstra dan Program
K/L terkait APIl, PRB &

mitigasi PI

:Sumber: Boer, 2014

Wilayah Prioritas
Pelaksanaan
program API, PRB
dan Mitigasi

ORNOP
SWASTA
SKPD

v

Pokja Daerah: Fasilitasi
proses Multi-pihak untuk
merancang dan
melaksanakan aksi API,
PRB dan Mitigasi PI
terintegrasi

T

Perencanaan:
Renstra dan Program
SKPD terkait API, PRB
& mitigasi Pl




Harapan:

e KLHK memerlukan dukungan pengembangan
riset aksi (action research) ke depan untuk
mendukung pemerintah dalam menyusun
kebijakan dan perencanaan pembangunan
yvang cerdas iklim.
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http://adaptasi.menlh.go.id
adaptation.moe.id@gmail. com
Phone: (021) 57903085

Fax: (021) 57903085



http://adaptasi.menlh.go.id/

